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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

sumber daya manusia merupakan model utama dalam suatu usaha, maka kualitas 

tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi perusahaan atau instansi 

diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa/i untuk lebih mengenal 

dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan 

Program Pengalaman Lapangan. 

Program Pengalaman Lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa/i 

pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan 

kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada 

kaitannya dengan kurikulum pendidikan. 

Agar dapat menjawab tantangan zaman, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara (UMSU) yang merupakan lembaga pendidikan mempunyai 

tanggung jawab serta peranan yang penting dalam pembentukan sumber daya 

manusia yang siap untuk bersaing didunia kerja nantinya, tidak hanya memiliki 
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keahlian tinggi dalam bidangnya tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang 

baik.  

Proses pembelajaran mahasiswa di kelas dapat memperluas ilmu dan 

pengetahuan, mahasiswa menggali berbagai macam informasi dari berbagai 

sumber seperti buku-buku, internet, berdiskusi atau bertanya pada dosen. 

Seringkali pembelajaran yang didapatkan mahasiswa di kelas bersifat teoritis, 

untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman mahasiswa maka Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) khususnya Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis  jurusan D-III Manajamen Pajak mewajibkan mahasiswa melakukan 

Program Pengalaman Lapangan. 

PPL ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau 

konsentrasi dari setiap masing – masing mahasiswa. Program PPL ini 

memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 

mengetahui, dan berlatih beradaptasi serta menganalisa kondisi lingkungan dunia 

kerja dalam suatu perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sebagai mahasiswi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara yang mengambil Jurusan D-III Manajemen Pajak,, maka salah 

satu program yang harus dilaksanakan adalah Program Pengalaman Lapangan 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md).  

 Dari kegiatan Program Pengalaman Lapangan, diharapkan praktikan dapat 

memperoleh pengalaman kerja dan dapat dengan mudah mengaplikasikan teori-
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teori yang telah praktikan dapatkan di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja 

secara nyata. 

2 .Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan(PPL) dilaksanakan di salah satu kantor 

pemerintahan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.  Berikut ini data 

Instansi tempat pelaksanaan PKL : 

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 

 Alamat: Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai. Sumatera Utara. 

No. Telp : (021) 8820407 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung selama 1 bulan dimulai 

tanggal 03 februari 2020 sampai dengan29 Februari 2020. Jadwal PPL 

disesuaikan dengan pegawai Pegawai KPP Pratama Binjai yaitu hari senin sampai 

hari jum’at pukul 08.00-17.00 WIB. Pada Minggu pertama  tanggal 03 februari 

2020 sampai 07 februari 2020 penulis ditempatkan di bagian WASKON II 

(Pengawasan dan Konsultasi II). Berhubung jadwal PPL bertepatan dengan 

Pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi dan badan , maka selanjutnya penulis 

ditempatkan di bagian pelayanan SPT tahunan untuk membatu pegawai pajak 

dalam melayani wajib pajak(WP). Adapun tugas penulis selama di bagian 

WASKON II dan bagian pelayanan SPT tahunan yaitu : 

a. Membantu Pegawai Pajak dalam Pengadministrasian dan dokumen 

perpajakan. 
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b. Membantu Wajib Pajak dalam melapor SPT tahunan orang pribadi. 

c. Membantu Wajib Pajak dalam melihat kelengkapan berkas dalam 

pelaporan SPT tahunan. 

3 .Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL). 

1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

a. Menumbuhkan motivasi kerja dan berwirausaha di kalangan 

mahasiswa. 

b. Membangun sikap mental didalam kerja nyata yakni percaya diri, 

sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, 

pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani 

mengambil risiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan 

memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, 

memiliki kemampuan empat dan keterampilan sosial. 

c. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya 

scene of business 

d. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman 

mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 

e. Untuk mengetahui bagaimana tugas pegawai pajak dalam 

pengadminitrasian dan dokumen perpajakan. 

f. Untuk mengetahui bagaimana dalam pelaporan SPT tahunan orang 

pribadi. 

g. Untuk mengetahui berkas – berkas apa saja yang diperlukan dalam 

pelaporan SPT tahunan. 
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2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

a. Memberikan pengalaman kerja secara langsung bagi penulis agar 

siap dalam menghadapi persaingan di dunia kerja nyata. 

b. Menambah wawasan dan disiplin kerja serta tanggung jawab 

Praktikan terhadap tugas yang diberikan. 

c. Melatih kemampuan beradaptasi dengan seluruh pihak dan 

komponen  dalam lingkungan kerja tempat praktikan melaksanakan 

kegiatan PPL. 

d. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengadministrasian dan 

dokumen pajak dilakukan. 

e. Penulis dapat mengetahui bagaimana pelaporan SPT tahunan orang 

pribadi  dilakukan. 

f. Penulis dapat mengetahui berkas- berkas apa saja yang diperlukan 

dalam pelaporan SPT tahunan. 
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BAB II 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data 

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai 

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP),kantor ini bernama 

Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak 

diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. 

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 

tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi 

para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka 

Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

1. KPP Medan Utara 

2. KPP Medan Timur 

3. KPP Medan Barat 

kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal29 Maret 1994 

terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 

4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu : 

1. KPP Medan Utara 

2. KPP Medan Timur 

 3. KPP Medan Barat 
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4. KPP Medan Binjai 

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 

tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor 

wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara 

(KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor 

Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, 

meliput :  

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan.  

2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan.  

3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No.17A Medan.  

4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan 

5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan. 

6. KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai. 

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 

535/KMK.01/2001 tentang   “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal 

Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam 

keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga 

terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK- 01/1994 tanggal 

29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut: 
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1. Kotamadya Binjai 

2. Kabupaten Langkat 

3. Kabupaten Deli Serdang 

3.1 Kec. Labuhan Deli 

3.2 Kec. Sunggal 

3.3 Kec. Pancur Batu 

3.4 Kec. Hamparan Perak 

3.5 Kec. Sibolangit 

3.6 Kec. Kutalimbaru 

4. Kabupaten Tanah Karo 

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan 

Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lungkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan 

Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan 

Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern 
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dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut: 

1. Kotamadya Binjai 

1.1 Kec. Binjai Timur 

1.2 Kec. Binjai Kota 

1.3 Kec. Binjai Utara 

1.4 Kec. Binjai Barat 

1.5 Kec. Binjai Selatan 

2. Kabupaten Langkat 

2.1 Kec. Pangkalan Susu 

2.2 Kec. Gebang 

2.3 Kec. Hinai 

2.4 Kec. Secanggang 

2.5 Kec. Sawit Seberang 

2.6 Kec. Babalan 

2.7 Kec. Sei Lepan 

2.8 Kec.. Stabat 

2.9 Kec. Sirapit 

2.10 Kec. Binjai 

2.11 Kec. Besitang 
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2.12 Kec. Tanjung Pura 

2.13 Kec. Wampu 

2.14 Kec. Pematang Jaya 

2.15 Kec. Brandan Barat 

2.16 Kec. Kuala 

2.17 Kec. Selesai 

2.18 Kec. Bahorok 

2.19 Kec. Kutambaru 

2.20 Kec. Sei Bingai 

2.21 Kec. Batang Serangan 

2.22 Kec. Walapian 

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai 

telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 

Januari 2013 sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung 

mulai tanggal 1 Januari 2014. 

B. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 

1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk 

memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian 
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Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing- masing seorang kepala 

seksi.  

1.  Kedudukan 

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Idan dipimpin oleh seorang Kepala 

Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai. 

2.Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn 

BM, PBBdan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

C.Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki 

fungsi: 

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3; 

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 



  

12 
 

c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

d. Penyuluhan perpajakan; 

e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak; 

f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

 h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

j. Pelaksanaan intensifikasi danekstensifikasi; 

k. Pembetulan ketetapan pajak; 

l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak. 

D.Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut 

hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
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b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 

pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman 

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 

Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT 

dan e- Filling, pelaksanaan i-SISMIOPdan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 

c. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan,pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

d. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang 

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

e. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 



  

14 
 

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi 

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran 

basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan 

penyuluhan perpajakan, dll. 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi 

teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat 

Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya. 

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

III, Pengawasan dan Konsultasi IV 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat 

himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja 

wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 

usulan pembetulan ketetapan  

pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi 

hasil banding. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Tabel II.1 Nama dan Jabatan Pegawai Kpp Pratama Binjai 

 

Jabatan Nama 

Kepala Kantor YAN SANTOSO PURBA 

Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi RONDANG FRISCA LUNARIS 

Kasi Seksi Pelayanan RUDY MATONDANG 

Kasi Seksi Penagihan MARHINGGAN TAMBA 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I MADONG RIANTO SITANGGANG 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II AGUST FIRMANDO 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III ERIK MANSON AMBARITA 

Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV RAHMADI KUNCORO 

Kasi Seksi Pemeriksaan JAULIMAN PURBA 

Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan SAHRUL ALAM 

KaSubbagian Umum dan Kepatuhan 

Internal 

SALOM PARHUSORAN 

PANGGABEAN 

Pemeriksaan Pajak Madya TEDIK NUGHORO dan 

GOLORYOS SURBAKTI 
Sumber : KPP Pratama Binjai (2020) 

 

2. Kajian Teori 

 

A. Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang 

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

B. Ruang Lingkup Wajib Pajak 

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki 

penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib 
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mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib  Pajak (NPWP), kecuali 

ditentukan dalam Undang-Undang. 

2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, 

dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, 

upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan 

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

C. Pengertian E-Filling  

Definisi mengenai e-Filling mempunyai perbedaan antara definisi yang satu 

dengan yang lain, salah satu definisi adalah : “The use of internet technology, the 

World Wide Web and tax software for a wide range of tax administration and 

compliance purposes”(Lai, at al dalam Susanto 2011). E-Filling merupakan 

sebuah aplikasi sistem informasi dimana warga negara berinteraksi dengan sistem 

TI yang komplek. Dalam kaitan pelayanan kepada masyarakat, e-Filling 

memberikan dimensi penting terhadap layanan e-Government dalam bidang 
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administrasi pajak yaitu dengan layanan yang memanfaatkan kecepatan dan 

keefektifan biaya melalui internet. (Sharma &Yurcik, dalam Susanto 2011). 

Secara sederhana e-Filling merupakan implementasi penerapan e-Government 

dalam tax administration khususnya dalam pelaporan SPT, e-Filling telah 

digunakan di beberapa negara untuk menunjang sistem perpajakan yang ada. Ada 

2 metode pendekatan tentang sistem e-Filling, yaitu Interactive Filing dan Batch 

Filling (Sharma & Yurcik dalam Susanto 2011). Dalam Interactive filling, wajib 

pajak berinteraksi langsung dengan aplikasi yang berbasis web untuk 

menyelesaikan pelaporan pajak secara online. 

D. Pengertian SPT ( Surat Pemberitahuan ) 

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan 

kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap 

pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi 

pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong 

atau dipungut dan disetorkannya.Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy, 

2001). Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa 

pajak yang terdiri atas; 

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 

b. SPT Masa PPh Pasal 22 
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c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 

d. SPT Masa PPh Pasal 25 

e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

f. SPT Masa PPh Pasal 15 

g. SPT Masa PPN 

h. SPT Masa PPN bagi pemungut 

i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak 

j. SPT Masa PPnBM 

E. Jenis – Jenis dari Surat Pemberitahuan (SPT) 

1. SPT Tahunan 

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini 

adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan 

maupun wajib pajak badan. 

2. SPT Masa 

SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa 

digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 

Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

F . Jenis - Jenis Formulir SPT ( Surat Pemberitahuan ) 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan 

tiga jenis formulir yang digunakan untuk melakukan menyampaikan SPT 

Tahunan, yaitu: 

1. Formulir SPT Jenis 1770 S 
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Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi 

yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Ada pun formulir jenis 

1770 S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan 

dalam kurun waktu satu tahun. 

Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah Rp60 juta per tahun, 

pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap melapor pajak dengan 

menggunakan formulir jenis ini. 

Formulir 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak 

dengan benar. Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota 

keluarga, harga, data penghasilan, dan lain sebagainya. 

2. Formulir SPT Jenis 1770 SS 

Selanjutnya, formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk 

perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama 

dengan Rp60 juta. Berbeda dengan formulir 1770 S, formulir jenis ini ditujukan 

untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah 

bekerja minimal satu tahun. 

Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan 

dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. 

Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang 

sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2. 

3. Formulir SPT Jenis 1770 

Terakhir, formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang 

digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik 

bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. 

Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk 

profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris. 
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Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang 

bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan 

dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), 

dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. 

Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 

satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan 

sampingan, honor atau upah. Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter 

tetap di sebuah rumah sakit sekaligus sebagai penulis buku kedokteran. 

Dokumen Lain yang Dibutuhkan Sebelum Lapor Pajak Pribadi 

Ada beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh wajib pajak sebelum 

mengisi dan melaporkan pajak tahunan, di antaranya: 

1. Formulir 1721 A1 dan A2 

Pertama adalah formulir dengan kode 1721 A1 dan A2. Formulir dengan kode A1 

ditujukan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta, sementara 

formulir dengan kode A2 ditujukan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Formulir ini bisa diperoleh wajib pajak dari bagian keuangan perusahaan atau 

instansi tempat bekerja. Nantinya, pengisian formulir SPT Tahunan bisa 

dilakukan dengan bantuan data-data dari formulir ini. 

2. E-FIN 

Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah e-

FIN atau Electronic Filling Identification Number. Nomor ini bisa diperoleh 

melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan menjadi akses untuk bisa 

masuk dan mengisi e-filling atau pelaporan pajak secara online. 

3. Informasi tentang Penghasilan, Hutang atau Harta Lainnya 

Dokumen ini diperlukan apabila wajib pajak memiliki penghasilan lain selain 

penghasilan tetap yang diperoleh dari pekerjaan utama, adanya kewajiban terutang 

yang harus dibayarkan, atau harta lainnya. 
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G. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga 

tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, 

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan 

peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 Data pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang 

mengindikasikan adanya ketidak patuhan wajib pajak baik secara formal maupun 

material. 

 Laporan hasil penelitian (LHPt) adalah laporan yang disusun setelah kegiatan 

validasi dan analisis data dengan menggunakan system informasi yang dimiliki 

Direktoral Jendral Pajak. 

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 

A. Jenis Kegiatan PPL  

Di KPP Pratama Binjai Penulis melakukan Kegiatan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL), PPL ini berlangsung selama 1 bulan dimulai dari tanggal 03 

Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Pada seminggu pertama 

penulis di tempatkan di bagian Pengawasan dan konsultasi II (WASKON II ), 

berhubung jadwal PPL bertepatan dengan waktu pelaporan SPT tahunan Orang 

Pribadi dan Badan, maka penulis selanjutnya di tetapkan di bagian Pelayanan 

pelaporan SPT tahunan tepatnya di ruangan Pelaporan SPT tahunan orang 

pribadi dan badan di KPP Pratama Binjai . 
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Adapun tugas penulis selama dibagian WASKON II dan bagian pelayanan 

pelaporan SPT tahunan yaitu : 

a) Mencatat surat masuk Waskon II ke dalam buku agenda surat masuk 

Waskon II. 

b) Membantu wajib Pajak dalam pembuatan gmail. 

c) Membantu Wajib Pajak dalam pembuatan EFIN (Electronic Filing 

Identification Number). 

d) Membantu Mendaftarkan Wajib Pajak dalam akun DJP Online. 

e) Membantu Wajib Pajak membuat kata sandi baru dalam akun DJP 

Online. 

f) Membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 

1770S dan 1770SS dengan sistem E-Filling. 

Penulis melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan(PPL) , terhitung 

sejak tanggal 03 Februari sampai 29 Februari 2020. Jadwal Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) disesuaikan dengan jadwal Pegawai KPP Pratama Binjai dari 

hari Senin sampai dengan hari Jum’at dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 

17.00 WIB. Selama kegiatan kami diberi istirahat dari jam 12.00 sampai dengan 

13.00 dan selanjutkan dilanjutkan kembali kegiatan.  

B. Prosedur Kerja  

Sebelum melakukan pekerjaan penulis diberikan arahan di Waskon II dan tata 

cara dalam pelaporan SPT tahunan sesuai dengan aturan yang ada di KPP Pratama 

Binjai. Ada beberapa langkah kerja yang dilakukan oleh penulis lakukan antara 

lain.  

1) Mencatat surat masuk Waskon II ke dalam buku agenda surat masuk 

Waskon II. 

a) Penulis mencatat data-data yang diperlukan dalam buku agenda 

surat masuk nomor surat 

b) tanggal surat 

c) asal surat 
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d) tujuan surat  

e) perihal surat. 

2) Membantu wajib Pajak dalam pembuatan gmail. 

a) Masukkan alamat www.gmail.com pada web browser . 

b) Klik create an account, sebuah kotak akan terbuka. 

c) Mengisi data diri Anda dengan lengkap sesuai dengan yang 

disampaikan Wajib Pajak. 

d) Pada isian setelah nama, memasukkan nama untuk username sesuai 

dengan yang diinginkan Wajib Pajak. 

e) Isi semua kolom yang belum terisi dengan data yang benar. 

3) Membantu Wajib Pajak dalam pembuatan EFIN (Electronic Filing 

Identification Number). 

a) meminta fotcopy KTP wajib pajak. 

b) meminta fotocopy NPWP wajib pajak. 

c) menanyakan apakah ada alamat G-mail. 

d) menanyakan No Handphone yang masih aktif. 

4) Membantu Wajib Pajak dalam pendaftaran DJP Online. 

a) Masuk ke halaman Login DJP Online. 

b) Klik tautan (link) belum Aktivasi. 

c) Mengisi setiap kolom mulai dari NPWP dan Efin Wajib Pajak. 

d) Memasukkan alamat email Wajib Pajak. 

e) Memasukkan kode keamaan pada kolom yang tersedia. 

f)  Pemberitahuan aktivasi akan dikirim ke E-mail Wajib Pajak. 

 

5) Membantu Wajib Pajak membuat kata sandi baru dalam akun DJP Online. 

a) Masuk ke halaman Login DJP Online Login DJP Online  

b) Klik tautan (link) Lupa Password? 

c) Mengisi setiap kolom yang ada, mulai dari NPWP dan EFIN Wajib 

Pajak 

d) Mencentang kolom Lupa Email 

e) Memasukkan Alamat E-Mail Baru yang ingin Wajib Pajak 

gunakan 
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f) Ketik Kode Keamanan pada kolom yang tersedia 

g) Terakhir klik Submit 

h) Alamat e-mail baru untuk e-Filing/akun DJP Online akan dikirim 

e-mail Wajib Pajak. 

 

6) Membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 

1770S dan 1770SS dengan sistem E-filling. 

a) Siapkan dokumen pendukung yaitu bukti potong 1721 A1 untuk 

pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk ASN. 

b) Buka situs https://djponline.pajak.go.id. 

c) Masukkan NPWP dan password yang dibuat saat mendaftar akun 

DJP Online. 

d) Klik “login”. 

e) Pilih layanan “e-filing”. 

f) Pilih “Buat SPT” 

g) Ikuti Panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa 

pertanyaan sebelum masuk ke SPT. 

h) Setelah itu melakukan pengisian e-filing. 

i) Input data sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya. 

j) Setelah menjawab pertanyaan dan melihat jumlah penghasilan 

Bruto yang terdapat di bukti potong 1721 A1 atau 1721 A2 Lebih 

dari Rp.60.000.000 memilih SPT 1770S dan jika kurang dari 

Rp.60.000.000 memilih SPT 1770SS 

k) Setelah selesai periksa kembali data yang telah dimasukkan. 

l) Kirim kode verifikasi ke gmail. 

m) Setelah mendapatkan kode verifikasi pilih Kirim SPT. 

C. Kendala Kerja yang Dihadapi 

Selama melakukan Program Pengalaman Lapangan, penulis mengalami beberapa 

kendala dalam melaksanakan pekerjaan, diantaranya adalah: 

1) Banyak dari wajib pajak yang tidak membawa berkas pelangkap untuk 

pelaporan SPT Tahunan seperti bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2. 
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2) Banyak dari wajib pajak lupa nomor EFIN (Electronic Filing 

Identification Number) dan tidak memiliki nomor EFIN (Electronic 

Filing Identification Number). 

3)  Banyak dari Wajib Pajak tidak membawa NPWP sehingga kesulitan 

untuk mecatat identitas wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. 

4) Kebanyakan wajib pajak lupa password DJP Onlinenya sehingga harus 

mendapatkan paswordnya kembali. 

5) Banyak dari wajib pajak lupa paword gmail yang terhubung dengan 

akun DJP Online sehingga harus mendapatkan password atau dengan 

membuat akun gmail baru. 

6) Sering terjadi Koneksi internet yang tidak baik atau sistem web DJP 

Online error sehingga tidak dapat masuk kedalam akun DJP Online 

dan susah untuk mendapatkan kode verifikasi. 

7) Banyak dari wajib pajak yang tidak sabar dalam mengantri untuk 

melaporkan SPT Tahunan sehingga terjadi nomor antrian yang acak. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

 

Untuk memperlancar pekerjaan, kendala-kendala yang muncul harus 

diminimalisir. Beberapa cara untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, 

antara lain: 

1) Memberikan arahan kepada wajib pajak untuk kembali lagi besok hari 

kekantor pajak apabila lupa dalam membawa bukti potong 1721 A1 dan 

1721A2. 

2) Membantu wajib pajak dalam membuat EFIN jika tidak mempunyai EFIN 

dan membantu mengecek nomor EFIN jika Wajib Pajak lupa Nomor 

EFIN. 

3) Membantu wajib pajak medapatkan akun DJP Online kembali dan juga 

memberikan cara-cara dalam meriset password DJP Online apabila wajib 

pajak lupa kembali paswordnya dan akan lebih mudah. 

4) Membantu wajib pajak membuat akun Gmail yang baru atau membuat 

password baru paka gmail yang ada. 
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5) Menggunakan jaringan internet yang lain yang lebih baik atau 

menggunakan handphone/ smartphone penulis. 

6) Menciptakan lingkungan yang ramah dan dapat memberikan arahan 

kepada wajib pajak dapat menggunakan smartphone dari wajib pajak 

sehingga tidak terlalu lama dalam mengantri. 

4. Analisis dan Pembahasan  

Analisis Pengawasan Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Wajib 

Pajak Orang Pribadi Menggunakan Sistem E-Filling 

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di 

tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan 

mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan 

dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 

tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah 

sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di 

Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP 

meluncurkan produk e-Filling atau Electronic Filing System yaitu sistem 

pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (e-Filling) yang 

dilakukan melalui sistem online yang real time. 

Sistem e-Filling Direktorat Jenderal Pajak 

Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusional Direktorat Jenderal 

Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan tax gap yaitu 

perbedaan tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial 

akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari institusi 

pengumpulan pajak yaitu tercapainya penerimaan pajak dengan tax effort yang 

optimal. Beberapa determinan yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak secara sukarela, yaitu : 

1. Efektivitas administrasi pajak. 
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2. Pertimbangan makro ekonomi seperti suku bunga dan tingkat inflasi. 

3. Rendahnya biaya kepatuhan pada sistem perpajakan yang ada. 

4. Kewajaran dan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. 

5. Simplisitas ketentuan, tatacara, dan prosedur. 

6. Kualitas pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat wajib pajak. 

7. Dapat dipertanggungjawabkannya uang dari masyarakat wajib pajak. 

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat merupakan 

harapan dari masyarakat, oleh Direktorat Jenderal Pajak tuntutan pelayanan ini 

direspon dengan modernisasi administrasi perpajakan, modernisasi administrasi 

perpajakan yang dilakukan DJP pada dasarnya meliputi (Pandiangan, 2008): 

1. Restrukturisasi organisasi. 

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi. 

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. 

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengembangan sistem 

pelaporan SPT dengan e-Filling. Sistem e-Filling merupakan lanjutan dari 

penyampaian SPT dalam bentuk elektronik SPT atau yang dikenal dengan e-SPT. 

E- Filling dibangun pada akhir tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2005 oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah peresmian e-Filling Direktorat 

Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak. 

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun 

program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan 

apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. 

Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak, dapat 

memacu kerjasama yang baik, baik antara petugas pajak dengan petugas pajak 

maupun antara petugas pajak dengan Wajib Pajak 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.KESIMPULAN  

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu program 

yang dapat memberikan gambaran dunia kerja bagi penulis, dimana penulis  

diberikan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di perusahaan atau instansi 

tempat penulis melaksanakan PPL. Selama menjalani masa PPL tersebut, penulis 

memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan 

perpajakan. Berikut adalah hasil yang diperoleh penulis dari kegiatan Program 

Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai : 

a) Penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana sistem dan 

keadaan dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Binjai.  

b) Penulis dapat mengetahui bahwa EFIN dan gmail merupakan suatu 

yang penting dalam pelaporan SPT tahunan. 

c) Penulis mendapat pengalaman secara langsung dalam mengasistensi 

wajib pajak orang pribadi, pegawai swasta, ASN , Polisi , TNI dan 

wiraswasta dalam pelaporan SPT tahunan melauli DJP online dangan 

sistem E-FILLING. 

d) Penulis dapat belajar untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin tinggi 

terhadap waktu dan pekerjaan yang diberikan.  

B. SARAN 

Berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan selama melakukan 

kegiatan Program Pengalaman Kerja di KPP Pratama Binjai : 
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a) Agar KPP Pratama Binjai dapat terus melakukan kegiatan 

Pelaporan SPT tahunan dengan keadaan dan sistem yang baik. 

b) Memberi informasi terlebih dahulu atau pengarahan kepada wajib 

pajak apa saja yang diperlukan untuk pelaporan pajak dan 

mengingat kan kepada wajib pajak bahwa harus menyimpan EFIN 

dan kata sandi Gmail dan harus membawa bukti Potong 1721 A1 

dan 1721 A2. 

c) KPP Pratama Binjai harus selalu mempersiapkan jaringan konesi 

internet yang bagus untuk mendukung dalam pelaporan SPT 

tahunan menggunakan web DJP Online. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup 
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Lampiran 2 : Daftar Hadir  
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Lampiran 3 : Surat Keterangan 
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Lampiran 4 : Lembar Penilaian PPL 
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Lampiran 5 : Lembar Penilaian PPL
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Lampiran 6 : Daftar Agenda Harian PPL
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Lampiran 7 : Foto – Foto Kegiatan PPL 
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Lampiran 8 : Bukti Potong 1721 – A1 
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Lampiran 9 : Bukti Potong 1721-A2 
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Lampiran 10 : Formulir Aktivasi Efin 

 

 

 


